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Pokok  masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan lembaga 
keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah 
(pada BMT Al Amin Makassar), kemudian Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peranan lembaga keuangan mikro syari’ah terhadap pemberdayaan 
usaha mikro kecil menengah (studi kasus pada BMT Al Amin kota makassar). 
Peneliti mengambil objek penelitian pada baitul maal wat tamwil (BMT)  Al-
Amin Makassar.  
Jenis penelitian ini yaitu analisis kualitatif pendekatan fenomologi 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan realitas pada objek penelitian 
sesuai dengan fakta di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari data primer 
berupa kata-kata dan sikap, data sekunder berupa literatur-literatur yang relevan 
serta mendukung pembahasan penelitian, dokumentasi. Teknik pengumpulan data 
berupa observasi, dokumentasi, wawancara (Interview) langsung dengan pihak-
pihak terkait. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui 
empat tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT memiliki potensi dan 
peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM yang 
memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini 
dapat dilihat dalam praktek pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT Al 
Amin Makassar yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat 
melalui pembiayaan mudhorobah dengan nisbah sistem bagi hasil sesuai 
kesepakatan antara kedua belah pihak yang beraqad. Perkembangan ini dapat 
dilihat dari plafon laporan pembiayaan UMKM yang mengalami peningkatan 
sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan untuk sektor layanan jasa 
perdangan, Perindustrian, perikanan serta pertanian. Sehingga dengan adanya 
pemberdayaan UMKM yang disalurkan oleh BMT sangat membantu bagi 
nasabah, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
  Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan 
pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan 
kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar ti`dak mungkin dipenuhi 
tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga  keuangan merupakan tumpuan bagi 
para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme 
kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga 
lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-
sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.
1
 
Begitu juga peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah ke bawah. 
Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai 
kemiskinan. Berbagai seminar dan pertemuan dilakukan dengan tujuan 
mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini. Data 
survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada tahun 2010, sejumlah 
31.023.400 atau sekitar 13,33% penduduk Indonesia masih dikategorikan miskin, 
meskipun di banding tahun 2008 angka itu menurun yaitu berjumlah 34,96 juta 
jiwa atau sekitar 15,42%.
2
 
Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakan salah satunya dengan 
memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan 
pengembangan microfinance, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi 
                                                          
1
 Muhammad Ridwan, Manajemen BMT, (Yogyakarta UII Press, 2004), h. 51. 
2
 Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai tahun 
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masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat 
mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.
3
  
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefenisikan sebagai 
lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana 
masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah non-perbankan 
yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh 
kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan 
perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat di pahami bahwa Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang 
berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 
meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip 
koperasi.
4
 
BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri 
Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan 
dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuh kembangkan  bisnis usaha mikro 
dan kecil, dalam  rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela 
kepentingan kaum fakir miskin.
5
 
BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Bait al Mal dan Bait at- 
Tamwil. Bait al Maal adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan 
utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infak, 
                                                          
3
 Euis Amalia, keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan 
UKM di Indonesia, ( Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 2.  
4
 Peraturan Dasara dan Contoh AD-ART BMT,(Jakarta: PINBUK, 2000).h.1. 
5
 Materi Ke BMT-an, Sumber. Disarikan dari Buku Saku PINBUK/PKES. 
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Shadaqah, Waqaf dan Hibah) tanpa adanya keuntungan (non profit oriented). 
Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (mustahik. Zakat, sesuai 
dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern.
6
 Hal tersebut 
disebutkan dalam ayat suci Al-Qur‟an At- Taubah:103: 
                           
         
Terjemahnya: 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. At-Taubah :103)
7
. 
Ayat ini menerangkan, bahwa ada haq bagi para mustahiq untuk 
memperoleh harta dari orang-orang mempunyai kelebihan harta bahkan itu adalah 
sesuatu yang wajib bagi mereka untuk mendistribusikannya. Karena, dengan zakat 
itu dapat membersihkan dan mensucihkan diri dan hati kita dari sifat- sifat yang 
tercela. 
Sedangkan Bait at- Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal 
dengan orientasi keuangan (profit oriented). Kegiatan utama dari lembaga ini 
adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan 
menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan 
menguntungkan sesuai dengan system ekonomi syariah.
8
    
                                                          
6
 Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem 
Ekonomi Syariah, ( Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah,t.t.), h. 199. 
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
1990), h. 204. 
8
 H. A  Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Pengenalan, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.183. 
4 
 
Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) sejauh ini sudah 
menunjukan geliat yang sangat baik dan bahkan mampu menopang pemulihan dan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi pendorong 
perekonomian saat krisis melanda. 
Sebagai pionir bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah 
menggalakan program pembiayaan terhadap UMKM sejak 2005. Bank muamalat 
melakukan program aliansi dengan jaringan lembaga keuangan mikro syariah 
(BMT/ Baitul Mall Wat Tamwil). Sebagain salah satu strategi penyaluran 
pembiayaan. Saat dibuka kala itu, BMT yang dimiliki Bank Muamalat di seluruh 
Indonesia telah tercatat sekitar 3.043. jaringan BMT tersebut juga dapat di 
manfaatkan sebagai perpanjangan  pihak bank umum syariah untuk menjangkau 
layanan  pembiayaan kepada usaha kecil daan mikro, melalui program linkage.
9
 
Linkage program merupakan strategi yang paling utama karena kondisi 
UMKM (skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hokum, letak jauh, dan 
administrasi  lemah) sangat sulit di jangkau oleh bank syariah (biaya tinggi, risiko 
tinggi, persyaratan legal, sulit menjangkau, dan kesulitan menilai usaha). 
Keberadaan LKMS seperti BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antar sector 
UMKM dengagn pihak Bank Syariah. Hal ini di karenakan karakteristik BMT 
sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, 
pembiayaan, pembayaran, deposito, fokus melayani UMKM menggunakan 
prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah-
tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT sebagai kepanjangan tangan Bank 
                                                          
9
 www. Seputar-indonesia.com Raih Dukungan Bank Syariah, akses tanggal 10 desember 
2014. 
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Syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya 
sehinggah Bank Syariah sendiri tidak takut menanggung resiko yang sangat 
besar.
10
 
Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya 
modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap 
bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan 
menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.  
     Sebagai contoh, Baitul Maal Wattamwil, Faktanya benar-benar dapat 
menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan 
usahanya tanpa terbebani embel-embel bunga yang mencekik, seperti yang 
dikutip Dadan Muttaqien dalam tulisannya: 
Penelitian Mochammad Nadjib dkk tentang Pengaruh BMT terhadap 
kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, membuktikan bahwa sebagian besar 
responden sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber modal 
untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber 
pribadi dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian 
barang untuk modal. Meskipun demikian, sebagian responden yang 
mempunyai akses pada sumber modal waktu itu ada diantaranya yang 
terperangkat oleh bantuan modal yang berasal dari para pelepas uang 
(rentenir). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BMT dan 
pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak pelepas uang 
dalam operasi usahanya membebankan bunga kepada peminjam bisa 
mencapai 5% per bulan. Setelah menjadi nasabah BMT, seluruh responden 
dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir. Sebab salah satu syarat 
yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari BMT adalah 
bahwa pengusaha tidak lagi ada kaitannya denga para pelepas uang dan 
bagi para pengusaha yang betul-betul kesulitan untuk melunasi pinjaman 
dari rentenir, maka BMT mempunyai kebijakan untuk membantu calon 
nasabah dengan memberikan pinjaman dari bantuan qardul hasan yang 
merupakan pinjaman kebajikan tanpat bunga di samping sekaligus 
memberikan pinjaman yang bersifat komersial.
11
 
                                                          
10
 Showam Azmy, Muhammad, bank Syariah: Bank Yang Ramah UMKM, 
http//ekisonline.com/index, akses tanggal 10 desember 2014. 
11 Mochammad Nadjib, Baitulmal wattamwil dan BPR”, Makalah  yang disampaikan 
pada Dilkat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di 
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Uraian diatas dapat kita lihat bahwasanya peran BMT dalam 
pemberdayaan usaha  mikro kecil menengah sangat urgen, di karenakan dengan 
melakukan pembiayaan dalam sektor usaha mikro, mampu menggerakkan dan 
menopang pemulihan perekonomian nasional bahkan dalam ekonomi keluarga. 
 Demikian juga yang di lakukan oleh BMT al Amin kota Makassar dengan 
upaya yang baik memberikan fasilitas dan sarana prasarana bagi para nasabahnya 
untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha-usaha yang di kelola, sehingga 
memberikan nilai positif baik diri sendiri maupun kepada masyarakat lainnya 
serta bangsa. BMT al Amin kota Makassar memberikan argumentasinya bahwa 
tahun demi tahun jumlah kelahiran penduduk di kota makassar semakin 
bertambah dan semakin sempitnya lowongan kerja yang memadai  sehinggah 
banyaknya kemiskinan maupun pengangguran yang terjadi di Makassar, oleh 
karena itu BMT al Amin kota Makassar yang bergerak di bidang pendistribusian 
memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha mikro kecil menengah untuk 
menggerakkan di sektor  ekonomi.
12
 
Untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut 
tentu harus direspon oleh berbagai kalangan, baik lembaga perbankan atau pun no 
bank seperti BMT. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis memandang perlu 
untuk meneliti perihal ini dengan fokus kajian Peranan Lembaga Keuangan 
Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(Studi Kasus BMT al Amin Kota Makassar). 
                                                                                                                                                               
Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung – Bogor tanggal 31 Agustus 2012. 
diakses tanggal 10 desember 2014. 
12
 Hasil wawancara dengan Bapak Ahsan, selaku direktur BMT Al Amin Makassar pada 
tanggal 10 desember 2014. 
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B. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan keterbatasan yang ada pada  penulis dalam berbagai hal, 
maka penulis membatasi pembatasan ini pada peranan BMT Al Amin kota 
Makassar terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Berangkat dari 
latar belakang penulis yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan penulis sebagai berikut: 
Bagaimana peranan BMT al Amin kota Makassar terhadap pemberdayaan 
Usaha Mikro Kecil Menengah? 
C. Kajian Pustaka 
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan be-
berapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya meng-
angkat judul, obyek, dan subyek yang bersinggungan dengan penelitian yang di-
lakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Gufron Hidayat dalam 
menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar SE.I di UIN Syarif 
Hidayahtullah Jakarta. Dengan judul skripsi ”Peran Lembaga Keuangan 
Mikro Syariah (LKMS) Dalam Melakukan Pembiayaan Di Sektor 
Agribisnis” (Studi Kasus BMT Miftahussalam Ciamis dan Koppontren Al-
Ittifaq Bandung). Dalam skripsinya banyak menyinggung masalah 
pembiayaan di sector Agribisnis dan perkembangan dan pemberdayaan 
nasabah dari segi jumlah dan verifikasinya, sedangkan penulis membahas 
mengenai peran LKMS terhadap pemberdayaan UMKM dan lembaga 
lainnya yang mendukung eksistensi dan kemajuan usaha LKMS tersebut. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ninik Hariyati SS dalam 
menyelesaikan tesisnya  untuk mendapatkan gelar Megister Studi Islam 
Program Pasca Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul 
Tesis „‟ Peran Bank Syariah dalam Mengoptimalkan UMKM Kota 
Yogyakarta‟‟. Dalam tesisnya membahas tentang seberapa besar peran Bank 
syariah dalam mengoptimalkan UMKM demi terwujudnya dalam pemberian 
pembiayaan, pendampingan, dan pembinaan terhadap UKM dan 
menyinggung masalah kendala-kendala dalam mengoptimalkan UMKM di 
tinjau dari Modal dan Pemasaran. Sedangkan penulis mengambil objek 
penelitian pada Baitul maal wa at Tamwil (BMT) Kota Makassar untuk 
melihat seberapa besar perannya dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM). 
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Zulaikah dalam menyelasaikan 
skripsinya untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam ilmu Syari‟ah di Institut 
Agama Islam Walisongo Semarang. Dengan judul skripsi “ Peranan BPRS 
Ben Salamah Abadi terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kecamatan 
godong kabupaten grobogan ( studi pada PT BPRS Ben salamah abadi 
Purwodadi)”. Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana 
sesungguhnya peran BPRS ben salamah abadi dalam memberdayakan 
UKM, dengan melihat bahwa hubungan BPRS dan UKM sangat erat untuk 
memebrdayakan usaha yang produktif. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Asiyah dalam menyelesaikan 
skripsinya untuk mendapatkan gelar sarjana di Institut Agama Islam 
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Walisongo Semarang dengan judul skripsi “ Peran BMT Bina Umat 
sejahtera Lasem Rembang terhadap perkembangan Usaha Mikro dan Kecil 
di Kecamatan Lasem”. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa peran BMT 
Bina Umat Sejahtera sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha di 
Kec. Lasem dengan alasan masyarakat antusias dengan adanya BMT karena 
bertujuan untuk  meningkatkan akses rakyat kecil terhadap perokonomian 
dan membantu pemiulihan ekonomi rakyat. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Aguanita dalam menyelesaikan 
skripsinya untuk mendaptkan gelar sarjana di FT-UIN Malang dengan judul 
skripsi “  Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syari‟ah 
BMT Assa‟adah Malang”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan konsep pemberdayaan 
penguasaha kecil serta faktor pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Adapun hasil penelitian ini adalah 
pemberdayaan BMT Assa‟adah Malang adalah mengembang investasi 
dalam meningkatkan kualitas ekonomi UKM serta menjadi penghubung 
antar UKM dengan Bank. BMT juga mengembangkan bisnis yang bertujuan 
untuk membantu UKM dengan memberikan pembiayaan karena BMT 
sendiri merupakan Lembaga Keuangan Mikro syariah dengan Modal Kecil.  
Dari  beberapa kajian pustaka yang dijelaskan di atas menegaskan bahwa 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan peran lembaga keuangan 
mikro syariah terhadap UMKM murni diteliti oleh peneliti dengan mengangkat 
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masalah yang baru dan bukan merupakan hasil ciplakan atau plagiat dari 
penelitian orang lain. 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 
Untuk mengetahui bagaimana peranan BMT al Amin Kota Makassar 
terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. 
Kegunaan  dari adanya  penelitian ini  sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Bagi kalangan akademis, penelitian ini sangat bermanfaat guna menambah 
perbendaharaan keilmuan dan penelitian khususnya di bidang peran 
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terhadap pemberdayaan Usaha 
Mikro Kecil Menengah. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan 
gambaran realita lapangan sehinggah keilmuan yang didapat tidak hanya 
secara teoritis tetapi juga praktis di lapangan. Sedangkan bagi dosen, 
penelitian ini  dapat bermanfaat sebagai field data untuk mempertajam 
analisis lapangan khususnya mengenai peran lembaga keuangan mikro 
syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja Lembaga 
Keuangan  Mikro Syariah (LKMS) dan sumbang saran serta bahan evaluasi 
yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja BMT al Amin Kota 
Makassar. 
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b. Bagi Masyarakat 
Penulis sangat berharap penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap 
mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya BMT al 
Amin kota Makassar bagi masyarakat umum, sehinggah masyarakat akan 
tergerak untuk meningkatkan partisipasinya demi perkembangan Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di tanah air. 
E. Sistematika Pembahasan 
Supaya lebih terarah dan memudahkan penulisan serta memperoleh 
gambaran secara utuh. Penulis membuat sistematika sesuai dengan pokok-pokok 
permasalahan yang dibagi ke dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub 
bab, diawali dengan: 
 Bab pertama yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua menjelaskan tentang telaah pustaka yang berupa penelitian ter-
dahulu dari pada penelitian ini, sehingga terdapat keorginalitasan penelitian. 
Selanjutnya akan dijelaskan kerangka teori yang menjadi pisau analisa penelitian 
ini, yang berisi teori dan konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), 
teori dan konsep Baitul Maal wa at Tamwil (BMT), Persoalan dan Pemberdayaan 
Usaha Mikro Kecil Menengah. 
Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian sebagai alat untuk 
penelitian dilapangan. Yang berisi, sifat dan jenis penelitian, pendekatan 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. 
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Bab keempat berupa jawaban dari rumusan masalah yang didapatkan 
dilapangan. Yang berisi tentang jawaban bagaimana peran lembaga keuangan 
mikro syariah, dan menjelaskan tentang peran LKMS terhadap  pemberdayaan 
UMKM pada kantor Baitul Maal wa at Tamwil al Amin kota Makassar. 
Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Teori dan Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) 
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama 
bentuk asset keuangan (financial asset) atau tagihan (claims, seperti saham dan 
obligasi.
1
 Menurut SK Mengkeu RI  No. 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan 
adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan 
penghimpunan dan membiayai investasi perusahaan.
2
 
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) didefenisikan ledgerwood 
sebagai penyedia  jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi 
sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan
3
 
Adapun dalam defenisi yang digunakan dalam Microcredit Summit (1997) 
yang dilanjutkan dengan Microcredit Summit di New York tahun 2002, kredir 
mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin 
untuk membiayai proyek yang mereka kerjakan sendiri agar menghasilkan 
pendapatan yang memungkinkan mereka peduli  terhadapa diri sendiri dan 
keluarganya, programmes exted small loans to very poor for self employment 
                                                          
1
  Amiruddin kadir, Ekonomi dan Keuangan Syariah, Alauddin University press, 
Makassar, h. 193. 
2
  Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Prenada Media Group, Jakarta: 
Kencana 2009, h. 27. 
3
 Joana Ledgerwood, microfinance Handbook An Instutional and Financial Perspective. 
(Washington DC: The World Bank, 1999), h. 65. 
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projectthat generate income allowing them to care for themselves and their 
families’4  
Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa LKMS memiliki ruang 
lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang 
biasanya dikelolah secara sederhana. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat 
menghimpun dana masyarakat pada banyak LKM, kegiatan penghimpunan dana 
(saving) dijadikan prasyarat bagi adanya kredit. Sebagai lembaga pinjaman, LKM 
berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk 
kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif. Selain itu, LKMS juga 
berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas perekonomian.
5
 
Menurut Asian Development Bank (ADB), LKM (micro finance) adalah 
lembaga penyedia jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran 
berbagai jenis transaksi jasa (payment service) serta transfer uang yang ditujukan 
bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan benutk LKM dapat 
berupa: lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, lembaga semiformal 
seperti organisasi nonpemerintah dan sumber-sumber informal seperti pelepas 
uang.
6
 
 
                                                          
4
 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan 
UKM di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 49. 
5
 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan 
UKM di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 51. 
6
 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan 
UKM di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 52. 
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Menurut Marguiret Robinson
7
, pinjaman dalam bentuk micro credit 
merupakan salah satu upaya ampuh dalam mengatasi kemiskinan. Hal tersebut 
didasarkan bahwa pada masyarakat miskin, sebenarnya terdapat perbedaan 
klasifikasi di antara mereka, yang mencakup: pertama, masyarakat sangat miskin 
(the extrime poor), yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki 
kegiatan produksi. Kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi memiliki 
kegiatan ekonomi ( economically active working poor). Ketiga, masyarakat 
berpenghasilan rendah ( lower income), yakni mereka yang memiliki penghasilan 
walaupun tidak banyak. Pendekatan yang di lakukan untuk mengatasi kemiskinan 
di setiap klasifikasi tentu berbeda. Untuk itu, diperlukan kebijakan tepat untuk 
mengatasinya. 
B. Teori dan Konsep Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT) 
Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT) dalam bahasa Indonesia diartikan 
sebagai balai usaha terpadu. BMT merupakan gabungan dari baitul Maal dan 
Baitul Tamwil. Secara etimologi Baitul Mall berarti rumah uang, sedangkan 
Baitul Tamwil adalah rumah pembiayaan.
8
 
MA Mannan menyebut kan bahwa Baitul Maal berasal dari dua kata yakni, 
Bait yang berarti rumah, dan Maal yang berarti harta. Jika kedua kata itu 
digabungkan mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dari penggalan kata-
katanya, yaitu rumah harta atau perbendaharaan harta. Menurut  Mannan, banyak 
                                                          
7
 Marguiret Robinson, ‘The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor’ 
dalam Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM 
di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 53. 
8
 Pusat Pengkajian dan Pembangunan Usaha Kecil (P3UK), Pendidikan dan Pelatihan 
Baitul maal wat Tamwil. h.1. 
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ahli berbeda pendapat tentang fungsi dari Bait al Mall serta siapa yang pertama 
kali mendirikannya.
9
 Baitul maal berperan sebagai lembaga sosial atau tidak 
bersifat profit oriented. 
Sedangkan Bait at Tamwil adalah lembaga keuangan islam informal 
dengan orientasi keuntungan (Profit oriented). Kegiatan utama dari lembaga ini 
adalah menghimpun dana dan mendistribusikannya kepada anggota dengan 
imbalan bagi hasil atau margin yang sesuai ketentuan syariah.
10
 
Beberapa latar belakang pembentukan dan cirri BMT dapat diuraikan 
sebagai berikut:
11
 
a. Sebagian masyarakat dianggap tidak bankable, sehinggah sulit 
mendapatkan pendanaan, kalaupun ada sumber dananyaa mahal 
b. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim 
melalui masjid dan masyarakat sekitarnya. 
c. Berbadan hukum koperasi 
d. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna 
pengembangan  usaha bagi anggota. 
e. Prinsip dan mekanismenya hamper sama dengan perbankan syariah, 
hanya skala produk dan jumlah pembayarannya terbatas. 
 
 
                                                          
9
  MA Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan, terjemahan Drs. M. 
Nastangin, (Jakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 179. 
10
  Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sual, Amanah bagi bangsa: Konsep system 
Ekonomi syariah, ( Jakarta: MES, tanpa tahun), h. 199. 
11
  Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sual, Amanah bagi bangsa: Konsep system 
Ekonomi syariah, ( Jakarta: MES, tanpa tahun), h. 200. 
 
14 
 
 
Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan tiga prinsip
12
 
a. Prinsip bagi hasil 
Dalam prinsip bagi hasil ini terjadi bagi hasil antara BMT dengan nasabah. 
b. Sistem jual beli 
Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dimana dalam pelaksanaannya 
BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan 
pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, 
dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah 
mark- up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. 
c. Sistem non- profit. 
Sistem ini merupakan pembiayaan kebajikan atau qardhul hasan. Dengan 
system ini nasabah hanya mengembalikkan pokok pinjamannya saja. 
1. Fungsi dan Peran Bait al-Maal Wa at- Tamwil 
BMT merupakan lembaga keuangan berbasiskan masyarakat yang 
menganut syariah. Beberapa fungsi BMT dapat dijabarkan sebagai berikut.
13
 
a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya 
masyarakat kecil. 
b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan 
kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan. 
                                                          
12
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonos ia, 
2004), h.101 
13
  Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Pedoman Cara Membentuk, h. 3. 
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c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping 
meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan 
masyarakat. 
d. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat. 
e. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi  dan 
kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Secara umum, terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan. Fungsi 
sebagai jasa keuangan, sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak dan 
sedeqah (ZIS) serta pemberdaya sektor riil.
14
 
Pertama, fungsi sebagai jasa keuangan.  Kegiatan jasa keuangan yang 
dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui 
kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun non-anggota. 
Kedua, fungsi sebagai lembaga social  atau pengelola zakat,infaq, dan 
sedeqah (ZIS). Fungsi sebagai lembaga social tentu ada pada sebuah BMT. BMT 
tidak hanya bertindak sebagai lembaga profit tapi juga sebagai lembaga non-
profit. Dana social BMT bias didapatkan dari lembaga seperti, Dompet 
Dhuafa,atau dana zakat, infak, sedeqah yang dikumpulkan nasabah untuk 
diberdayakan oleh BMT tersebut. 
Peran sebagai lembaga social  dapat diterapkan pula dalam mengelola 
harta yang tidak ada ahli warisnya, baik wali nasab (wali turunan) Atau wali 
                                                          
14
  Hertanto Widodo, dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT), 
(Bandung: Mizan, 2000) , h. 81-84. 
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seseorang atau badan yayasan yang menjadi walinya dan menyalurkannya kepada 
mustahiq zakat, membantu jompo, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya.
15
 
Ketiga, fungsi sebagai penggerak sector riil. Penyaluran dana kepada 
sector riil merupakan sebuah keunggulan dari BMT. Penyaluran kepada sector riil 
akan berdampak luas dan continue dalam pengembangan kesejahteraan 
masyarakat. Pemberdayaan sector riil bias dilakukan dengan mendorong nasabah 
untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. 
2. Badan Hukum BMT 
Badan hukum BMT biasa didirikan dalam bentuk KSM ( kelompok 
Swadaya Masyarakat) atau Koperasi.
16
 Langkah awal untuk mendapatkan 
legalitas badan hukum. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut harus 
mendapatkan sertifikat operasi daari PINBUK ( Pusat Inkubasi Bank Usaha 
Kecil). Sementara PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) 
sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung 
program proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang 
dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).
17
   
Selain dengan badan hukum KSM, BMT dapat juga didirikan dengan 
badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha, koperasi unit desa, maupun 
koperasi lainnya, kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi 
mengacu pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara 
spesifik  diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 
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91/Kep/M.UK.M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Kegiatan Usaha 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
18
  
Di wilayah berbasis pesantren, masyarakat bias mendirikan BMT dengan 
menggunakan badan hukum Koperasi Pondok Pesantren. Dalam hal penggunaan 
sebagai badan hukum BMT, keberadaan BMT di suatu wilayah adalah sebagai 
unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagai KUD.
19
  
3. Landasan, Asas dan Tujuan BMT 
Menurut Undang-Undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992, dijelaskan 
bahwa landasan umum kelembagaan koperasi adalah Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Atas dasar tersebut. 
BMT yang berbadan hukum sama dengan koperasi juga memiliki landasan dan 
asas yang sama. 
Secara ideologis, keberadaan BMT mendapat justifikasi sebagai wujud 
dari Ekonomi Pancasila. Hal ini menjelaskan bahwa pada landasan BMT 
tercermin pada aspek dan ketuhanan.
20
  
Sebagai wujud dari pembangunan ekonomi pancasila, BMT memiliki 
tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 
pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam 
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pada 
perkembangan selanjutnya BMT diharapakan dalam melaksanakan kegiatannya 
                                                          
18
  Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 
2009), h.243. 
19
  H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga Lembaga Perekomian Umat; Sebuah 
Pengenalan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186. 
20
  Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan 
UKM di Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),h. 252. 
18 
 
dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, dengan 
dasar mengacu kepada kegiatan penggalangan dan penghimpunan dana, 
pemberian pembiayaan kepada anggotanya, pengelolaan jasa simpan pinjam, dan 
mengembangkan usaha di sektor real guna menunjang usaha. 
C. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan  perusahaan ataupun usaha 
yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia(WNI) , memiliki total aset tidak lebih 
dari Rp.600 juta (Di luar area perumaham dan perkebunan). UMKM  termasuk 
sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh 
masyarakat kota.UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, 
karena UMKM masih bisa survive  di tengah perkembangan dan krisis ekonomi 
yang melanda Indonesia.
21
 
Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998,UMKM 
didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang 
usaha yang mayoritas merupakan kegiatan  usaha kecil dan perlu di lindungi 
untuk mencegah dari persaingan saha yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang 
digunakan oleh Biro  Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan 
jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima 
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orang karyawan,sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga 
kerja.
22
 
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.  
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 
besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini.  
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha 
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 
diatur dalam Undang- Undang
23
 
Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar 
dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman 
perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator 
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pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang 
paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga 
menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, 
sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. UMKM bergerak di 
berbagai sektor ekonomi namun yang paling dominan bergerak di bidang 
pertanian (agribisnis). 
D. Persoalan – Persoalan Yang Dihadapi UMKM 
UMKM di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, 
sehingga UMKM sulit berkembang dan kalah besaing dengan produk-produk 
import dari luar negeri. Padahal UMKM itu sendiri berpotensi sangat besar dan 
berpeluang untuk memasuki pasar baik regional maupun internasional, menjadi 
unit usaha kecil yang modern dan kompetitif,sehingga UMKM bisa bersaing di 
pasar domestik maupun internasional . 
Penyebab sulit berkembangnya UMKM di Indonesia ada dua pandangan 
yang berbeda yaitu: 
1. Pandangan Kultural, yang menyebutkan bahwa Usaha kecill (ekonomi 
rakyat) kurang berkembang pesat karena adanya nilai –nilai atau tradisi suatu 
kelompok masyarakat yang memang tidak mampu  mendinamisasi keadaan 
masyarakat. Karena ketidak sanggupan inilah yang membuat UMKM tidak bisa 
berkembang  dan kurang diminati oleh masyarakat. Banyak UMKM yang hidup di 
bawah rata-rata  bahkan hidup dalam kemiskinan karena tidak sanggup 
beradaptasi dengan masyarakat. Sifat malas dan tidak memiliki etos kerja 
menyebabkan timbulnya kemiskinan yang tinggi, karena dengan menganggur 
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tidak akan memperoleh pendapatan, sehingga kemiskinan semakin banyak. Solusi 
yang bisa di tawarkan adalah perlu adanya suatu usaha yang dpat membangkitkan 
semangat orang-orang agar mau bekerja, diantaranya dengan terciptanya lapangan 
kerja yang mampu menampung sklill nya dan upah yang memadai, sehingga bisa 
memenuhi kebutuhannya. 
2. Pendekatan Struktural, disebutkan bahwa UMKM sulit berkembang 
disebabkan oleh sruktur sosial-ekonomi masyarakat yang timpang, yang 
menyebabkan adanya sekelompok tertentu yang  sulit bahkan UMKM tidak bisa 
mengembangkan usahanya. Karena pengaruh struktur perekonomian Indonesia 
yang tidak menentu ini dan seringnya terjadi resesi, menyebabkan banyaknya 
pengangguran yang tinggi akibat terjadinya kenaikan biaya produksi sedangkan 
selera pasar menurun karena terjadinya inflasi ,maka perusahaan banyak yang 
melakukan PHK. Untuk mengatasi masalah prekonomian yang seperti ini harus di 
rombak struktur sosial-ekonomi masyarakat secara signifikan. Termasuk dalam 
struktur sosial-ekonomi  yang berhubungan dengan pelaku ekonomi, kekuasaan , 
dan sebagainya. 
UMKM jika dilihat secara mendalam sudah berkembang pesat dan 
menyumbang sebagian besar GDP Indonesia. Namun seiring perubahan waktu 
banyak terjadi perubahan secara srtuktural yang terlihat pada pergeseran dalam 
distribusi pendapatan dan ketenagakerjaan di antara sektor-sektor ekonomi yang 
ada. Perkembangan ekonomi modern semakin menggeser perekonomian 
tradisional. Pokok permasalahan yang dihadapi UMKM di bedakan menjadi dua: 
Faktor Eksternal: 
22 
 
1. Pengakuan dan jaminan keberadaan UMKM. Unit usaha ekonomi rakyak 
yang pengelolaanyya secara tradisional seharusnya mendapat perlakuan yang 
selayaknya unit usaha yang di kelola secara modern. UMKM seharusnya 
mendapat fasilitas yang sama seperti usaha besar, begitu juga dalam peletakan 
lokasi UMKM juga harus di tempatkan di tempat yang strategis di daerah 
khalayak ramai seperti pasar swalayan. 
2. Data persebaran UMKM yang tidak jelas. Keterbatasan data persebaran ini 
menghambat upaya pembinaan maupun penyuluhan yang yang diberikan 
pihak swasta, pemerintah maupun masyarakat. Sehingga UMKM sulit 
berkembang karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai pangsa pasar, 
kualitas produk, manajemen keuangan usahanya ,dan lain sebagainya. 
3. Alokasi kredit sebagai pembiayaan yang timpang. Tidak meratanya 
distribusi pendanaan antarwilayah, antarsektor, antar golongan, dan antar 
desa-kota. Hambatan birokratis yang tidak bisa di hadapi UMKM dalam 
memperoleh kredit dan di persulit dalam perizinan maupun pengenbangannya. 
Oleh sebab itu, persyaratan untuk memperoleh kredit harus disederhanakan 
agar UMKM tidak sulit dalam meminjam modal. 
4. Produk yang dihasilkan UMKM memiliki cirri dan karakteristik sebagai 
produk fashion dan kerajinan tangan life time yang pendek. Padahal selera 
konsumen selalu berubah-ubah, oleh sebab itu perlu adanya inovasi desain-
desain produk yang sesuai dengan pangsa pasar dan sesuai dengan selera 
konsumen perlu dilakukan dalam periode yang cepat, karena keterlambatan 
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mengantisipasi keinginan pasar bisa menghambat daya dukung perkembangan 
UMKM. 
5. Rendahnya nilai tukar komoditi yang dihasilkan usaha rakyat. Produk 
industry rakyat selalu dinilai berkualitas rendah. Hal ini adalah pandangan 
keliru dan bisa menghambat perkembangan UMKM karena belum tentu pola 
produksi tradisional akan menghasilkan produk yang bermutu rendah. Banyak 
sekali hasil produk industry kerajinan rakyat yang mampu bersaing dengan di 
pasar internasional. Rendahnya nilai tukar UMKM ini disebakan karena 
rendahnya modal yang diperlukan  sehingga dijual dengan system ijon seperti 
dalam produk pertanian. 
6. Terbatasnya akses pasar bagi UMKM yang ingin memperluas pangsa 
pasarnya dan ingin mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh modal 
besar domestick maupun asing yang menerobos segmentasi pasar yang 
sebelumnya dikuasai pengusaha dalam negeri termasuk UMKM. 
7. Pungutan-pungutan atau biaya siluman yang tidak proporsional. Ketidak 
siapan birokrasi  yang berhubungan langsung dengan UMKM menyebabkan 
permasalahan dalam pengembangan UMKM. 
Faktor Internal: 
1. Terbatasnya penguasaan asset produksi terutama permodalan. Karena dalam 
pengembangan usaha yang luas tentunya juga akan membutuhkan dana yang 
besar dalam usahanya. 
2. Rendahnya sumber daya manusia.Yang dimaksudkan di sini adalah 
keterampilan yang dimiliki oleh  pekerja  masih sangat rendah, yang meliputi 
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keterampilan teknik produksi dan manajemen usaha.Rendahnya keterampilan 
pekerja ini dapat di lihat dari rendahnua pendidikan para pekerja. 
3. Hambatan konsentrasi sumber daya ekonomi rakyat(pekerja).Hal ini  para 
pekerja kebanyakan masih terkonsentrasi di daerah pedesaan  pada sector 
pertanian ,padahal di sector pekerjaan lain sangat terbuka luas kesempatan 
untuk bekerja,misalnya saja perdagangan. 
4. Kelembagaan usaha rakyat belum berperan secara optimal.UMKM perlu 
mendapatkan fasilitas dalam mengembangkan usahanya.Perlu adanya 
koordinasi antar usaha dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 
E. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah 
Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMK tersebut 
dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UMK dengan skala prioritas 
sebagai berikut: 
1) Program penciptaan iklim usaha UKM. Program ini dimaksudkan untuk 
memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan 
persaingan, dan nondeskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja 
UMK. 
2) Program pengembangan system pendukung usaha UKM. Program tersebut 
dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan mempeluas akses 
UKM kepada sumber-sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan 
kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya local dalam meningkatkan 
skala usaha. 
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3) Program pengembangan dan daya saing UKM. Program  ini dimaksudkan 
untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya 
saing  UKM 
4) Program pemberdayaan usaha mikro. Program ini dimaksudkan untuk 
mengintegrasikan upaya peningkatan dan pendapatan masyarakat yang 
bergerak dalam kegiatan usaha di sector informasi berskala mikro, termasuk 
keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap dengan 
upaya peningkatan kapasitas usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan, 
berkelanjutan dan siap untuk tumbuh. 
5) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tunbuh 
dan berkembang secara sehat dan berorientasi pada efisiensi.
24
 
Khusus untuk peningkatan akses UMKM terhadap sumber-sumber 
pendanaan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 
1) Pengembangan berbagai skim Perkreditan untuk UMKM 
2) Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikto (P3KUM) dalam 
bentuk dana bergulir pola syariah dan konvensional. 
3) Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan 
perempuan, keluarga sehat dan sejahtera (PERKASA) pola konvensional dan 
syariah. 
4) Program skim pendanaan komoditas UMKM melalui Resi Gudang. 
5) Kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang 
Pemerintah Nomor 005 (SUP-005). 
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6) Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun nonbank. 
7) Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui program sertifikasi tanah 
dari Resi Gudang. 
8) Bantuan perkuatan secara selektif pada sector usaha tertentu sebagai stimulan. 
9) Penjamin kredit oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat 
(KUR).
25
 
Poin terakhir ini amat penting bagi pengembangan UKM karena berkaitan 
dengan upaya memberikan perlindungan bagi UMKM sendiri, terutama karena 
keterbatasan akses mereka kepada sumber pendanaan. Arah kebijakan dan 
program pemberdayaan KUKM tersebut dalam pelaksanaannya tentu harus 
merujuk pada sejumlah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berikut 
antara lain sejumlah peraturan terkait pengembangan KUKM dari pengembangan 
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam bentuk Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih popular disebut Baitul maal wa at Tamwil 
(BMT), yakni program pembinaan dan pemerkuatan.
26
 Fenomena ini mendorong 
tumbuhnya lembaga keuangan keuangan mikro berbasis syariah seperti Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wa at Tamwil (BMT) 
sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, teerutama dalam 
menjangkau pembiayaan usaha menengah,kecil, dan mikro yang merupakan 
segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia. 
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F. LKMS dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah 
Keberadaan Lembaga keuangan mikro syariah yang cukup strategis dalam 
meningkatkan permberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus 
senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu 
alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro 
kecil terutama dalam hal permodalan. 
Pemberdayaan tersebut yakni melalui optimalisasi pemanfaatan produk-
produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini 
diawali dari adanya sosialasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara 
supaya keberadaan LKMS dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, jangan 
sebaliknya menjadi lembaga asing di lingkungannya, yang pada akhirnya adanya 
lembaga tersebut sama dengan tidak adanya.  
Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat 
kerberadaan LKMS yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang 
terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat 
pendidikan, wawasan dan adanya kekurang percayaan diri untuk berkompetisi. 
Sehingga pada akhirnya nanti manakala para pelaku usaha mikro kecil sudah 
benar-benar dapat berinteraksi dengan LKMS, maka akan membuka seluas-
luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan LKMS dalam rangka 
mengembangkan usahanya. 
Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya 
modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap 
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bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan 
menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.  
 Sebagai contoh, Baitul Maal Wattamwil, Faktanya benar-benar dapat 
menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan 
usahanya tanpa terbebani embel-embel bunga yang mencekik, seperti yang dikutip 
Dadan Muttaqien dalam tulisannya: 
Penelitian Mochammad Nadjib dkk tentang Pengaruh BMT terhadap kondisi 
Sosial Ekonomi Masyarakat, membuktikan bahwa sebagian besar responden 
sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber modal untuk 
membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber pribadi dengan 
cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. 
Meskipun demikian, sebagian responden yang mempunyai akses pada sumber 
modal waktu itu ada diantaranya yang terperangkat oleh bantuan modal yang 
berasal dari para pelepas uang (rentenir). Berdasarkan hasil wawancara 
dengan pihak pengelola BMT dan pengakuan responden diperoleh keterangan 
bahwa pihak pelepas uang dalam operasi usahanya membebankan bunga 
kepada peminjam bisa mencapai 5% per bulan. Setelah menjadi nasabah 
BMT, seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir. 
Sebab salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari 
BMT adalah bahwa pengusaha tidak lagi ada kaitannya denga para pelepas 
uang dan bagi para pengusaha yang betul-betul kesulitan untuk melunasi 
pinjaman dari rentenir, maka BMT mempunyai kebijakan untuk membantu 
calon nasabah dengan memberikan pinjaman dari bantuan qardul hasan yang 
merupakan pinjaman kebajikan tanpat bunga di samping sekaligus 
memberikan pinjaman yang bersifat komersial.
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Perlu kerja keras dari semua pihak terkait untuk terus memajukan LKMS 
terutama BMT, jangan sampai kelemahan-kelemahan BMT yang diantaranya (1) 
Besar nisbah bagi hasil yang terlalu besar memberatkan mudharib yang 
mempunyai pendapatan kecil. (2) Margin yang telah ditentukan tidak selalu 
diberitahukan kepada mudharib. (3) Dalam penyelesaian sengketa dilakukan 
                                                          
27
 Mochammad  Nadjib dkk tentang Pengaruh BMT terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. 
29 
 
penyitaan secara paksa, semuanya terulang lagi atau mungkin bahkan marak 
terjadi pada pola kinerja operasional BMT.
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G. Kerangka Teori 
Menurut Makhalul ‘Ilmi, secara terminologi Bait al Maal berarti lembaga 
keuangan yang berorientasi social keagamaan yang kegiatannya utamanya 
menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infqa, sedeqah 
(ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan al Qur’an dan as-Sunnah. 
Sedangkan pengertian dari Bait at Tamwil adalah lembaga keuangan yang 
kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) 
maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyakat dalam bentuk 
pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah melalui mekanisme yang lazim dalam 
dunia perbankan.
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Secara garis besar peran umum BMT adalah melakukan pembiayaan dan 
pendanaan yang berdasarkan system Syariah. Peran ini menegaskan arti penting 
prinsip-prinsip Syariah dalam kehidupan sekonomi masyarakat. Sebagai lembaga 
keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil 
dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM, yang masih 
minim  dalam hal ilmu pengetahuan dan permodalan, maka BMT mempunyai 
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  http:// nayyasemangat.blogspot.com/2002/10 peranan-lembaga-keuangan-mikro-
syariah html di akses 13 desemner 2014 
29
Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII 
Presss, 2002), cet-1, h 64. 
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tugas penting mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan 
masyarakat.
30
 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok 
pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi 
katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi 
cvdinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Walaupun UMKM 
memiliki kendala dalam pengembangan usaha. Kendala-kendala tersebut adalah 
adanya pungutan liar muali proses perizinan sampai pengadaan barang dan 
eksport barang. Serta kendala kebijakan makro pemerintah yang kurang 
mendukung dan permasalahan kredit yang membebankan usaha karena tingginya 
tingkat bunga. 
Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka konsep 
penelitian sebagai berikut: 
Bagan 1: Kerangka Konsep Penelitian 
 
  
 
 
 
                                                          
30
  Skripsi, ‘Pola Pembiayaan pada 3 Bait al Maal wa at Tamwil (BMT) di Jakarta 
Selatan’, oleh Abing Abdul Kadir, Konsentrasi Perbankan Syariah Program studi Muamalat 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 M. 
Lembaga Keuangan 
Mikro syariah (LKMS) 
Pemberdayaan Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM) 
Analisa dan 
Temuan 
Kesimpulan: 
Peran LKMS 
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H. Kajian Pustaka 
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan be-
berapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya meng-
angkat judul, obyek, dan subyek yang bersinggungan dengan penelitian yang di-
lakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Gufron Hidayat 
dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar SE.I di UIN 
Syarif Hidayahtullah Jakarta. Dengan judul skripsi ”Peran Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Melakukan Pembiayaan Di 
Sektor Agribisnis” (Studi Kasus BMT Miftahussalam Ciamis dan 
Koppontren Al-Ittifaq Bandung). Dalam skripsinya banyak 
menyinggung masalah pembiayaan di sector Agribisnis dan 
perkembangan dan pemberdayaan nasabah dari segi jumlah dan 
verifikasinya, sedangkan penulis membahas mengenai peran LKMS 
terhadap pemberdayaan UMKM dan lembaga lainnya yang mendukung 
eksistensi dan kemajuan usaha LKMS tersebut. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ninik Hariyati SS dalam 
menyelesaikan tesisnya  untuk mendapatkan gelar Megister Studi Islam 
Program Pasca Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan 
judul Tesis ‘’ Peran Bank Syariah dalam Mengoptimalkan UMKM 
Kota Yogyakarta’’. Dalam tesisnya membahas tentang seberapa besar 
peran Bank syariah dalam mengoptimalkan UMKM demi terwujudnya 
dalam pemberian pembiayaan, pendampingan, dan pembinaan terhadap 
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UKM dan menyinggung masalah kendala-kendala dalam 
mengoptimalkan UMKM di tinjau dari Modal dan Pemasaran. 
Sedangkan penulis mengambil objek penelitian pada Baitul maal wa at 
Tamwil (BMT) Kota Makassar untuk melihat seberapa besar perannya 
dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 
Dari  beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas menegaskan 
bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan peran lembaga 
keuangan mikro syariah terhadap UMKM murni diteliti oleh peneliti dengan 
mengangkat masalah yang baru dan bukan merupakan hasil ciplakan atau plagiat 
dari penelitian orang lain. 
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BAB III 
METODOLOGI  PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat dekriptif dan cenderung 
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (prespektif 
subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori 
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di 
lapangan.  
Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka 
berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai sacara 
mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan 
menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang 
dibahas dan untuk menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari 
penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman 
dan kesepakatan dari interview atau responden.
1
 
2. Lokasi Penelitian 
Objek penelitian ini pada Kantor Baitul maal wa at Tamwil (BMT) al 
Amin Makassar, yang terletak di Jln Abdullah dg Sirua no 16 C Kota Makassar. 
 
 
                                                          
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. X; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2005, hlm. 6. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Normatif dan 
Sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks-teks Al-
Qur’an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti 
melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, 
lembaga, atau masyarakat. 
C. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait 
yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, 
wawancara dan kuisioner. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penulusuran berbagai 
referensi yang terkait dengan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap 
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun data sekunder tersebut 
terdiri atas: buku-buku, undang-undang, artikel, majalah, ensiklopidia, kamus, dan 
bahan acuan lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari 
data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.
2
 Observasi 
dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk 
mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu Peran Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan 
sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih 
kridibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.  
3. Wawancara  
Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data untuk mendapatkan 
keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang 
yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang di angkat oleh peneliti
3
. 
Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, 
yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas 
keadaan/kondisi Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap 
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. 
 
 
                                                          
2
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15 
3
 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet. IV; 
Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73. 
53 
 
 
 
E. Instrument Penelitian 
1. Instrumen Observasi 
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
terhadap gejala, fenomena atau objek yang diteliti. Dalam hal ini objek yang 
diteliti Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan Usaha 
Mikro Kecil Menengah. Secara psikologis, observasi disebut pula pengamatan 
yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 
alat indra. Penelitian ini menggunakan observasi sistematis yaitu dengan 
menggunakan pedoman sebagi instrumen pengamatan. Cara ini dilakukan penulis 
berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan penulis dengan objek yang diteliti. 
Disamping itu pula dalam melakukan observasi penulis menggunakan alat 
pendukung guna mempermudah dan memperlancar kegiatan observasi. Adapun 
alat yang bisa menunjang penulis diantaranya pulpen, buku, dan alat perekam 
guna mempermudah dalam melakukan kegiatan observasi. 
2. Instrumen Wawancara 
Wawancara atau interview merupakan tehnik pengumpulan data untuk 
mendapat keterangan lisan melalui tannya jawab dan berhadapan langsung orang 
yang dapat memberi keterangan. Wawancara adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil menatap 
muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden 
dengan menggunakan alat yang dinamakan interview. Dalam pengumpulan data, 
penulis mengadakan wawancara mendalam dimulai dari keterangan informan 
pangkal yang dapat memberikan peneliti petunjuk lebih lanjut tentang peranan 
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lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan usaha miro kecil 
menengah. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan 
merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian 
sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan 
pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikain analisis data dapat 
dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan tehnik analisa 
sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyerdehanaan, pengabstraan dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. 
Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat 
gugus-gugus. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 
sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun 
matrik, grafik, jaringan dan bagan 
3. Penarikan Kesimpulan 
Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara 
terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, 
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mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatat 
teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab 
akibat, dan proposal. 
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BAB IV 
ANALISIS PERANAN BMT Al AMIN MAKASSAR TERHADAP 
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 
A. Gambaran Umum BMT Al-Amin Makassar 
1. Sejarah Singkat BMT Al-Amin Makassar 
Baitul Maal Wattamwil Al-Amin di dirikan oleh Lembaga Pengembangan 
Ekonomi Umat (Bapekum) Yayasan fathul Muim (sekarang yayasan Wahdah 
Islamiyah) pada tanggal 23 Oktober 1994, yang kini operasionalnya sudah 
independen dari Yayasan wahdah Islamiyah. Baitul Maal Wattamwil Al-Amin 
merupakan BMT pertama di Indonesia Timur yang keberadaannya bertujuan untuk 
memberdayakan ekonomi ummat, serta menjadi alternatif bagi ummat untuk 
menghindari sistem ribawi baik simpanan maupun pembiayaan, sehingga secara 
bertahap ekonomi ummat dapat bertambah dan berkembang sebagai pilar untuk 
kemajuan ummat. Modal awal diperoleh dari sekitar 40 orang pendiri dengan jumlah 
modal terkumpul sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya dengan modal ini Baitul maal 
Wattamwil Al-Amin mulai dijalankan. 
Pada awal pertumbuhannya Baitul Maal Wattamwil Al-Amin banyak 
mengalami hambatan baik intern maupun ekstern. Secara internal BMT kekurangan 
modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) sangat terbatas dan SDM yang 
belum terlatih. Dari segi eksternal sosialisasi sangat sulit karena sebagai lembaga 
yang baru dan spesifik (syari’ah) juga trauma masyarakat adanya bank gelap. 
Legalitas belum ada serta persaingan dengan lembaga lembaga keuangan yang sudah 
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maupun baik modal, kinerja maupun sumber daya manusia. Namun semua kendala 
itu tidak menjadi penghambat baik pengelola, serta menjadi tantangan dan peluang 
untuk memperbaiki kinerjanya. 
Selanjutnya, kurang lebih dua tahun berjalan, mulailah dilakukan 
pembenahan-pembenahan antara lain: 
a. Restukturisasi pengurus dan pengelola 
b. Pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PINBUK. 
c. Pengurusan sertifikat operasi (SO). 
d. Serta sosialisasi yang lebih terbuka. 
Alhamdulillah kinerja BMT mulai bangkit sehingga kepercayaan masyarakat 
semakin baik dan pada tanggal 14 Desember 1997 secara formal diresmikan oleh 
Bapak Prof. Dr. ing B.J Habibie (Menristek pada waktu itu) dengan sertifikat operasi 
(SO) dari PINBUK Pusat Jakarta dan akhir tahun 1999 telah berbadan Hukum 
dengan nomor 158/BH/KDK/IX/1999. Selanjutnya optimisme dan suasana kerja 
serta penerimaan masyarakat semakin baik, sehingga Baitul Maal Wattamwil Al-
Amin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 
Selain itu dalam upaya pengembangan Baitul Maal Wattamwil Al-Amin telah 
membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan, instansi, BUMN atau 
lembaga lainnya yang seiring dengan visi dan misi BMT antara lain: Pertamina, 
Depkop dan UKM, Disnaker, JICA, Kadin, Bank Indonesia, PNM dan lembaga 
keuangan syariah lainnya. 
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Di samping itu, Baitul Maal Wattamwil Al-Amin juga menjadi tempat 
penelitian/pemagangan dari berbagai macam perguruan tinggi baik Diploma, S1 
maupun S2/S3 serta instansi/lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri,. Untuk 
memperluas jaringan kerja dan pelayanan dengan harapan dapat menjangkau anggota 
yang lebih luas. 
Kemudian dari itu Baitul Maal Wattamwil Al-Amin berupaya membenahi diri 
untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang kuat, kokoh dan dipercaya ummat 
antara lain: Pelayanan prima (cepat, antar jemput tabungan dan bersahabat), system 
komputerisasi, pelatihan SDM, membangun mitra dengan lembaga luar serta 
peningkatan kualitas keimanan dan keislaman mengelola, termasuk penambahan 
modal. Semua ini dilakukan dengan harapan lembaga BMT dapat menjadi salah satu 
solusi keterbelakangan ummat. 
2. Wilayah Kerja BMT Al Amin Makassar 
Wilayah kerja Baitul Maal Wattamwil Al-Amin secara khusus yaitu 
bagaimana memberdayakan ekonomi ummat sekitar BMT. Namun Baitul Maal 
Wattamwil Al-Amin tetap terbuka untuk wilayah yang lebih luas selama tetap 
memberikan kontribusi positif bagi Baitul Maal Wattamwil Al-Amin dengan nasabah 
atau lembaga lain. Dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Segmen pasar 
Baitul Maal wattamwil Al-Amin meliputi pembiayaan: 
a. Perdagangan; terutama barang campuran yang merupakan segmen yang paling 
luas, buku, obat dll 
b. Produksi makanan ringan, tahu /tempe, konveksi dll 
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c. Percetakan 
d. Jasa: Yantel, pengetikan komputer dll, objek 
e. Kebtuhan perabot rumah tangga  
f. Industri; industri rumah tangga (meubel) dll 
Selain itu untuk memudahkan pelayanan anggota Baitul Maal Wattamwil Al-Amin 
membuka unit-unit pelayanan kas yang sekarang sudah berjumlah 2 buah. 
3. Uraian Tugas Dalam Baitul Maal Wattamwil 
a. Pengurus 
1) Kewenangan  
Mewakili anggota (pendiri), pengurus berwenang untuk memastikan jalan 
tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan 
pelaksanaan kegiatan usaha sehingga sesuai dengan visi, misi dan tujuan. 
2) Tugas-tugas 
Menyususn kebijakan umum BMT dan melaksanakan kegiatan pengawasan 
b. Pengelola  
1) Kewenangan  
Memimpin jalannya operasional BMT/koperasi syariah, sehingga sesuai 
dengan tujuan dan kebajikan umum yang digariskan oleh pengurus. 
2) Tugas-tugas 
a) Membuat rencana pemasaran produk-produk, rencana mobilisasi dana, rencana 
pembiayaan,rencana keuangan, rencana biaya operasional. 
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b) Membuat laporan perkembangan mobilisasi dana, laporan perkembangan 
pembiayaan, dan data base lainnya. 
c. Manajer Pembiayaan 
1) Kewenangan  
Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota dan melakukan  pembinaan 
agar pembiayaan yang diberikan aman, lancar dan produktif.  
2) Tugas-tugas 
a) Menyusun rancana pembiayaan 
b) Meminta informasi, melakukan survey, wawancara, dan analisa pembiayaan. 
c) Menganalisa proposal pembiayaan kepada manajer umum 
d) Melakukan administrasi pembiayaan 
e) Melakukan pembinaan kepada anggota 
f) Membuat laporan perkembangan pembiayaan 
d. Manajer Penggalangan Dana 
1) Kewenangan 
Melaksanakan kegiatan penggalngan dana dan anggota dan dari berbagai 
sumber dana lainnya untuk memperbesar asset BMT. 
2) Tugas-tugas 
a) Menyusun rencana penggalangan simpanan 
b) Merencanakan produk-produk simpanan 
c) Melakukan evaluasi dan analisa dan simpanan 
d) Melakukan pemmbinaan anggota 
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e) Melakukan administrasi simpanan  
f) Membuat laporan perkembangan simpanan 
e. Manajer pembukuan 
1) Kewenangan` 
Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, dan menyusun 
laporan keuangan  BMT. 
2) Tugas-tugas 
a) Mengerjakan jurnal buku besar 
b) Menyusun neraca harian  
c) Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan 
d) Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan 
f. Teller 
1) Kewenangan 
Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar 
2) Tugas-tugas 
a) Menerima, menghitung uang dan membuat bukti penerimaan  
b) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer umum 
c) Melayani dan membayar pengambilan simpanan 
d) Membuat buku  kas harian 
e) Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan minta pemeriksaan dari 
pertanggungjawaban keuangan 
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g. Manajer sektor riil 
1) Kewenangan  
Melaksanakan kegiatan yang menyangkut sektor rill dan menkoordinasikan 
kepada manajer-manajer lain, khusus manajer pembiayaan.  
2) Tugas-tugas 
a) Menyusun pembukuan sendiri 
b) Melaporkan hasil pembiayaan dan penjualan ke manajer umum dan tembusan 
kepada manajer terkait. 
c) Memperbanyak informasi pasar pemasaran. 
d) Memperkuat lobby dan negosiasi. 
e) Menyusun laporan keuangan sendiri. 
f) Menyusun data informasi hasil-hasil bumi dan peluang pasarnya. 
g) Dan lain-lain yang berhubungan dengan sektor rill. 
h. Penggajian/Honor/Bonus/Deviden 
1) Pendiri Pemegang Saham: 
Pendiri/Pemegang Saham mendapatkan deviden sebesar 30% dari laba bersih 
setiap tahunnya atau sesuai keputusan rapat dewan pendiri/pemegang saham 
dan selebihnya ditahan untuk penambahan modal/nilai saham. 
2) Pengurus  
Pengurus yang aktif akan mendapatkan bonus sebesar 10% dari laba bersih 
setelah deviden diberikan setiap tahun. 
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3) Pengelola 
Adapun besar nominal gaji/honor/bonus tiap-tiap pengelola perbulan akan 
diterbitkan surat keputusan (SK) penggajian yang berlaku pada kurun waktu 
tertentu oleh manajer dengan persetujuan pengurus BMT Al-Amin. 
Besarnya penggajian/honor/bonus tergantung pada: 
1) Lama kerja 
2) Kinerja 
3) Tugas dan tanggung jawab 
4) Tunjangan  
Struktur penggajian terdiri atas : 
1) Gaji pokok 
2) Tunjangan jabatan 
3) Tunjangan keluarga 
4) Bonus  
4. Pengalaman Kerja atau Kemitraan Baitul Maal Al-Amin Makassar 
Baitul Maal Wattamwil Al-Amin yang berdiri sejak akhir tahun 1994 telah 
bermitra dengan beberapa lembaga/instansi antara lain: 
a) Pertamina UPPDN VII MakassarTahun 1998 sampai 2001 
b) Bank Muamalat Proyek P2KERTahun 1998 sampai sekarang 
c) PINBUK Sul Sel / PPKP Disnaker  dana PPKPTahun 2002 sampai 2007 
d) Kerjasama dengan JICATahun 2000 sampai 2001 
e) Kerjasama dengan KADINTahun 1997 sampai 2000. 
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f) Kerjasama dengan InKopsyah Tahun 2001 sampai sekarang 
g) BTN – Tahun 2006 sampai sekarang 
h) PT. KUNIMOTO REZKI UTAMA ABADI Tahun 2006 sampai sekarang 
i) BNI Tahun 2006 sampai sekarang 
j) BAZ – Propinsi Sul – Sel Tahun 2006 sampai sekarang 
k) DINAS KOPERASI & UKM Tahun 2005 sampai sekarang 
l) Perguruan Tinggi ( UNHAS ) Tahun 2006 sampai sekarang 
m) Perguruan Tinggi ( UIN ) Tahun 2006 sampai sekarang. 
Dalam hal ini BMT Al Amin melakukan kemitraan atau kerjasama dari 
berbagai instansi dan lembaga sampai perguruan tinggi, dimana BMT Al Amin 
sebagai pengelola (mudharib) yang mengatur aliran dana dari berbagai usaha-usaha 
yang di lakukan.  
5. Produk-Produk Baitul Maal Wattamwil Al-Amin Makassar 
a. Simpanan 
1) Al-Wadiah (titipan) Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap 
saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. BMT  bertanggung 
jawab atas pengembalian titipan. Al-wadiah dibagi menjadi 2 yaitu: 
a) Yad Ad-Dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada 
penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. 
b) Yad Al-Amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan 
tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. 
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2) Mudhorabah (bagi hasil) adalah simpanan pihak ke tiga di BMT yang 
penarikannya dapat dilakukan setiap saat. 
3) Layanan ZIS adalah layanan zakat, infaq dan sadaqah. 
b. Pembiayaan 
1) Pembiayaan jual beli 
a) Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) 
b) Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 
yang telah disepakati. 
c) Bai’ As-Salam adalah pembelian barang yang diserakan dikemudian hari 
sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. 
d) Bai’ Al-isti’na adalah kontrak penjualan pembeli dan pembuat barang. Pembuat 
barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melaui 
orang lain untuk membuat atau membeli barang nenurut spesifikasi yang telah 
disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat 
atas harga dan sistim pembayaran (cicilan atau ditangguhkan) sesuai waktu yang 
sepakati. 
2) Pembiayaan Bagi Hasil 
Mudhorobah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik 
modal dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut 
kesepakatan. mudharobah ada dua yaitu: 
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a) Mudhorobah Muthlaqah adalah pemilik dana memberikan kebebasan kepada 
pengelola dan dalam pengelolaan investasinya. 
b) Mudhorobah Muqayyadah adalah pemilik dana memberikan batasan kepada 
pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. 
3) Musyarakah adalah Aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sistem 
usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 
sesuai dengan kesepakatan.  
4) Pembiayaan kebijakan  
a) Qordhul Hasan (Non Profit) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 
mengharapkan imbalan.  
b) Pembiayaan Sewa (Al-Ijarah) adalah Aqad pemindahan hak guna atas barang atau 
jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas 
barang itu sendiri. 
c) Al-ijarah Al-Muntahia Bit Tamlik  adalah aqad pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa melalui pembayaran upah sewa, yang diikuti pemindahan kepemilikan 
atas barang itu sendiri. Atau dengan kata lain aqad sewa yang diakhiri dengan 
pemilikan barang ditangani si penyewa. 
d) Layanan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) adalah menahan salah satu harta milik si 
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. 
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6. Visi dan Misi BMT Al-Amin Makassar 
a. Visi  
Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang kuat dan sehat, berkembang 
dan terpercaya dan berdaya saing serta komitmen pada prinsip syariah sebagai solusi 
ekonomi ummat yang berkeadilan, sehingga mampu melayani anggota dan 
masyarakat lingkungannya berkehidupan sejahtera, penuh keselamatan, kedamaian 
dan berperadaban mulia dengan prinsip kerja profesional, amanah dan sejahtera.  
b. Misi 
1) Mengembangkan usaha anggota dan masyarakat sekitar melalui pembiayaan 
jasa keuangan syariah. 
2) Menggalang dana anggota dan pihak lain sesuai dengan ketentuan untuk 
kesejahteraan bersama. 
3) Menyalurkan dana pembiayaan bagi anggota dan pihak lain untuk 
mengembangkan usahanya. 
4) menghimpun dana kesetiakawanan sosial berupa zakat, infak, sedekah, dan 
wakaf tunai. 
Berdasarkan visi dan misi BMT Al-Amin para pengelola di lembaga ini, telah 
berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanah dengan baik, sehingga 
lembaga ini dapat terus berkembang di era globalisasi yang penuh persaingan dan 
tantangan. 
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7.  Strategi Pengelolaan Pengembangan Usaha 
BMT Al Amin Makassar merupakan salah satu lembaga keuangan dengan pola 
pada kegiatan di bidang keuangan BMT Al Amin pengelolaan pengembangan 
usahanya melalui: 
a. Penghimpun dana masyarakat atau simpanan dan menyalurkan dana ke 
masyarakat atau pembiayaan. 
b. Selain mempunyai produk pendanaan dan penyaluran dana, juga mempunyai 
baitul mal (LAZ) lembaga yang resmi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq, 
shodaqoh, hibah dan wakaf. 
c. Berprinsip bagi hasil, prinsip tersebut antara lain : 
1) Penentuan besar resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman 
pada kemungkinan untung rugi. 
2) Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 
3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah 
pendapatan. 
4) Tidak ada yang meragukan bagi hasil. 
8. Permasalahan yang dihadapi BMT Al Amin Makassar 
a. Bidang Operasional 
Permasalahan yang timbul pada bidang operasional adalah saat ketepatan dalam 
perhitungan uang baik pada saat pembayaran maupun penerimaan. Ini akan 
mempengaruhi saat pembuatan penutupan buku kasir dan perhitungan saldo kas, 
di mana jumlah uangnya harus sama dengan jumlah uang yang ada di brankas, 
69 
 
 
 
dan dalam sistem komputernya yang dirasa belum menunjang yang masih perlu 
dibenahi. 
b. Bidang Pemasaran 
Dalam pemasaran produk BMT Al Amin sangat mendukung dalam memasarkan 
produknya, mengingat letak geografis keberadaan kantor yang strategis dan 
mudah diketahui masyarakat, akan tetapi permasalahan yang timbul yaitu 
kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk bank 
syariah, di mana pemasar harus berusaha menyebar informasi, mempengaruhi, 
membujuk dan mengingatkan pasar sasaran agar menerima dan membeli sekaligus 
loyal terhadap produk yang ditawarkan. 
c. Bidang Sosialisasi 
Persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi adalah kurangnya masyarakat kita 
yang paham tentang produk muamalah. Mungkin yang sudah tahu tentang 
muamalah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tersebut. Namun bagi masyarakat 
yang belum memahami muamalah, maka masih perlu penjelasan. Oleh karena itu 
proses sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan 
masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra 
usaha BMT Al Amin. 
d. Bidang SDM 
Persoalan yang dihadapi dalam bidang SDM adalah kurangnya tenaga kerja 
terdidik dan berpengalaman maupun dari pengawas dan peneliti bank. Padahal 
dalam perbankan syariah memerlukan persyaratan pengetahuan yang luas di 
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bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktek 
perbankan serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkan secara konsisten. 
e. Bidang Keuangan 
Dalam bidang keuangan di BMT Al Amin masih rendah. Sedangkan karyawannya 
lulusan sarjana umum yang mana harus lebih tahu sistem keuangan dan 
perhitungan nisbahnya 
9. Struktur Organisasi BMT Al-Amin Makassar 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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B. Analisis Data dan Pembahasan  
1. Pemberdayaan UMKM pada BMT Al-Amin Makassar 
Pemberdayaan UMKM pada BMT Al Amin kota Makassar merupakan suatu 
bentuk pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan, yang digunakan 
untuk kegiatan produksi usahanya. 
Jadi pemberdayaan UMKM adalah peminjaman modal untuk pengembangan 
usaha terhadap masyarakat kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan 
berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, di lihat dari Penurunan 
tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada  2014 dan 
perbaikan distribusi pendapatan dengan pemberdayaan masyarakat dan  perluasan 
kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. 
Berdasarkan data BPS tahun 2014, kondisi UMKM periode 2011 – 2013 
menunjukkan perkembangan positif. Selama periode ini, kontribusi UMKM  
terhadap produk domestic bruto rata-rata mencapai 56,6%. Secara sektoral aktivitas 
UMKM ini mendominasi sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan prikanan. 
Sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dalam upaya untuk 
memberdayakan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan usaha yang 
produktif sehingga berpenghasilan dengan pendapatan rata-rata. Oleh karena itu, 
UMKM berupaya untuk mensejahterakan kalangan masyarakat menengah ke bawah 
demi terciptanya tatanan yang lebih sehat dan baik. 
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Tabel 4.1 
Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, Menengah  
      Tahun 2011-2013 (dalam persentase) di Makassar 
No Lapangan Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah 
1.  Perdagangan 85,98 25,87 9,07 100 
2. Perindustrian 70,91 20,40 6,98 100 
3. Perikanan 17,43 6,05 3,75 100 
4. Pertanian 15,25 3,34 2,90 100 
Sumber Kontribusi UMKM Kota Makassar 2014 
Dari data di atas menunjukkan bahwa kemampuan sektor usaha dalam 
menentukan nilai tambah sangat berbeda antara satu kelompok dengan lainnya 
mencerminkan karakter masing-masing pelaku usaha, sektor yang mendominasi 
usaha tertinggi pada tabel di atas adalah perdagangan yakni, usaha mikro 85,98%, 
kecil 25,87%, serta menengah 9,07%, dan sektor usaha yang paling terendah pada 
tabel di atas adalah pertanian yakni, usaha mikro 15,25%, kecil 3,34%, menengah 
2,90%. 
Tabel 4.2 
Komposisi pembiayaan UMKM di Kota Makassar 
sebelum dan sesudah berdiri BMT 
Tahun 2011-2013 
Tahun Sebelum Sesudah Lancar Macet 
2011 17.670 18.350 1.320 820 
2012 19.450 21.730 1574 765 
2013 22.000 26.400 1790 610 
Sumber komposisi pembiayaan UMKM Kota Makassar tahun 2011-2013 
Dilihat dari tabel di atas, komposisi pembiayaan UMKM di kota makassar 
sebelum dan sesudah berdiri BMT tahun 2011-2013 menunjukkan adanya 
perkembangan dan kemajuan dari tahun ke tahun, hal ini  menunjukkan bahwa 
perhatian yang diberikan sesudah BMT  berdiri  memberikan kontribusi yang sangat 
73 
 
 
 
besar dalam pembiayaan terhadap pedagang kecil, dibandingkan sebelum BMT 
berdiri komposisi pembiayaan masih minim, dan dapat dikatakan mengalami 
kemajuan yang cukup baik. 
2.  Sasaran Pembiayaan 
Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki 
kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad 
pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad 
kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai shahibul 
maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai 
mudharib (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut 
kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.  
Dalam lembaga keuangan syariah pada BMT Al Amin Makassar juga 
menjalankan akad pembiayaan. Keberadaan BMT Al Amin merupakan salah satu 
usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam dan masyarakat 
disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola 
perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. BMT Al Amin  merupakan 
lembaga keuangan infromal yang didirikan oleh lembaga kelompok swadaya yang 
modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat, dan merupakan salah satu bagian 
yang mempunyai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi ummat. Jadi 
keberadaananya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannnya 
berprinsip syariah. 
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Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai oleh BMT Al Amin Makassar 
adalah: 
a. Investasi dan modal kerja untuk amal usaha yang banyak dibiayai secara 
ekonomis 
b. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan usaha 
mikro yang produktif lainya. 
c. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik 
pegawai, PNS dan pegawai swasta. 
d. Nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis. 
Prioritas Alokasi Pembiayaan: 
 
Tabel 4.3 
Prioritas Alokasi Pembiayaan 
Jenis Pembiayaan Alokasi Jangka Waktu 
Modal kerja 50% 1-12 Bulan 
Investasi 25% 1-24 Bulan 
Konsumtif 25% 1-36 Bulan 
Sumber BMT Al Amin Kota Makassar 
Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari 
masyarakat yang mempunyai proges sangat baik dalam pengembangan ekonomi. 
Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan 
usahanya. Oleh karena itu, keberadaan BMT Al Amin Makassar sebagai salah satu 
solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat 
menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang 
mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan 
75 
 
 
 
pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa 
persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang 
diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama. 
BMT Al Amin Makassar dalam menjalankan progamnya mempunyai 
bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah 
produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan mudharabah 
yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, 
nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan 
produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu 
ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan 
agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.  
Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat khusunya para pedagang kecil dan menengah untuk 
meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, BMT Al 
Amin direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan 
masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya 
masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Perkembangan 
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.4 Pembiayaan Mudharabah tahun 2011-2013 
Tahun Jumlah Anggota Pembiayaan Rata-rata 
2011 155 Rp 663.264.500,- 
2012 203 Rp 870.731.750,- 
2013 278 Rp 915.416.900,- 
Sumber: Komposisi Pembiayaan BMT Al Amin Makassar 
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Dilihat dari tabel di atas, akad pembiayaan mudharabah menunjukkan adanya 
perkembangan, yaitu dari tahun ke tahun sebagai berikut, dari tahun 2011 
Rp.663.264.500,- kemudian tahun 2012 Pembiayaan rata-rata naik sebesar Rp. 
870.731.750,- dan pada tahun 2013 kenaikan pembiayaan sebesar Rp.915.416.900,- 
Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan BMT Al Amin Makassar 
dalam memberikan pembiayaan terhadap pedagang kecil dapat dikatakan mengalami 
kemajuan yang cukup baik.
1
 
Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa progam pembiayaan 
mudharabah bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami 
kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat 
memperoleh keuntungan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan mudharabah 
masyarakat tidak harus meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan 
bunga yang relative tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan mudharabah 
juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat 
meningkatkan perekonomiannya. 
Dalam persyaratan pengajuan pembiayaan pada BMT Al-Amin Makassar, 
sama halnya dengan persyaratan-persyaratan umum yang diajukan dalam pembuatan 
buku tabungan, seperti: 
1) Identitas diri/KTP 
2) Kartu keluarga 
3) Mengisi Slip Setoran Awal 
                                                          
1
 Sumber dokumentasi BMT Al Amin Kota Makassar  pada tanggal 26 maret 2015. 
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4) Jaminan  
5) Menandatangani surat aplikasi akad tabungan2 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang pengelola BMT Al-Amin 
Makassar yang bertindak sebagai koordinator bagian pembiayaan yang 
mengatakan,“sebelum akad disepakati, nasabah harus memenuhi beberapa 
persyaratan, persyaratannya tercantum pada formulir yang diisi ketika Anda 
mendaftar menjadi nasabah kami..” ketika ditanyakan mengenai persyaratan yang 
dimaksud, bagian Costumer Service menjelaskan bahwa: “dalam hal pelaksanaan 
akad, pihak BMT bertindak sebagai pengelola dan anggota adalah pemilik dana, dana 
disetor kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. 
Untuk pelaksanaan akad Mudharabah BMT Al-Amin harus terpenuhi syarat 
dan rukun pelaksanaan akad, seperti yang dijelaskan oleh bagian costumer service, 
yaitu: “Dalam pelaksanaan akad, pihak-pihak yang berakad adalah orang dewasa, 
obyek simpanan berupa uang simpanan telah disetor tunai sesuai dengan jenis 
simpanannya. Pihak-pihak telah sepakat dan diwujudkan dengan ditanda tangan.
3
 
3. Analisis Peranan BMT Al Amin Makassar Terhadap Pemberdayaan    
Usaha Mikro Kecil Menengah 
Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah 
pembiayaan. Bahkan BMT sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan 
                                                          
2
 Hasil wawancara dengan Bapak Muh Darwis, karyawan BMT Al Amin Makassar, selaku 
ketua bagian pembiayaan pada tanggal  26 maret 2015. 
3
 Hasil wawancara dengan Bapak Aris, karyawan BMT Al Amin Makassar, selaku ketua 
custumer service pada tanggal  26 maret 2015. 
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adalah kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan 
menentukan keutungan BMT. Jika BMT tidak mampu menyalurkan pembiayaan, 
selama dana yang terhimpun dari simpanan banyak akan menyebabkan BMT 
tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan 
sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, 
prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada 
pengendalian yang macet. 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 
mewajibkan kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
Sedangkan kredit adalah menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998 yaitu 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.
4
 
Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa, baik pembiayaan atau kredit 
dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank 
membiayai pembiyaan untuk pertanian atau perdagangan. Kemudian adanya 
kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur) 
dangan perjanjian yang telah dibuat bersama. 
                                                          
4
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 73. 
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Kemudian yang menjadi perbedaan antara kredit yang dilakukan oleh bank 
berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan 
prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank 
berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, 
sedangkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lain terdiri 
dari analisis pemberian pembiayaan atau kredit beserta persyaratannya. 
Analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah 
benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan dilakukan bank terlebih 
dahulu mengadakan analisisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah 
atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lainya. Tujuan 
analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benar-benar aman dalam arti 
uang yang disalurkan pasti kembali. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisisterlebih 
dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini akanmudah 
memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidaklayak untuk 
diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang 
disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Demikian pula analisis ini dilakukan 
oleh BMT Al Amin Makassar. 
Metode yang dilakukan oleh bank dalam upaya nenyelamatkan pembiayaan 
yang macet tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau 
penyabab pembiayaan tersebut macet. Oleh karena itu BMT Al Amin sebelum 
memberikan pembiayaan juga memperhatikan unsur sebagai berikut: 
a. Kepercayaan 
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Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang 
diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali 
dimasa tertentu yang akan datang. 
b. Kesepakatan 
Disamping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur 
kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. 
c. Jangka waktu 
Setiap pembiayaan yang diberikan pasti mempunyai jangka waktu tertentu, 
jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. 
d. Resiko 
Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang 
diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan padahal mampu dan 
resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat 
terjadinya musibah seperti bencana alam. 
e. Balas jasa 
Yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan bank tentu mengharap 
suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pembarian suatu 
pembiayaan atas jasa tersebut kita kenal dengan istilah bagi hasil sesuai prinsip 
syariah. 
Jadi disamping melakukan unsur-unsur diatas, BMT juga melakukan analisis 
pembiayaan. Adapun analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah atau calon 
debitur, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak BMT Al Amin Makassar 
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guna mencegah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet. Faktor ini 
juga menjadi pertimbangan BMT Al Amin Makassar dalam menentukan plafon 
pembiayaan yang ditetapkan secara obyektif atas unsur kehati-hatian dengan 
menggunakan prinsip yang sering dilakukan yaitu analisis 5C dan 7P:
5
. 
1. Character 
Adalah sifat atau watak seseorang dalam ini adalah calon debitur. Tujuannya 
adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat seeorang yang akan 
diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. 
2. Capacity 
Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan 
yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan 
mencari laba. 
3. Capital 
Biasanya bank tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100% artinya 
setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan 
dana dari sumber lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber 
pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pihak 
bank. 
4. Collateral 
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun 
non fisik. 
                                                          
5
 Hasil wawancara dengan Bapak Ahsan, selaku direktur BMT Al Amin Makassar pada 
tanggal 25 maret 2015. 
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5. Condition 
Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang 
dan untuk masa yang akan datang sesui sektor masing-masing. 
Prinsip 7P yaitu: 
1. Personality 
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-
hari maupun masa lalunya, yang mencakup sikap, emosi, dan tindakan nasabah 
dalam menghadapi suatu masalah. 
2. Party 
Yaitu mengklafikasikan nasabah pada waktu tertentu atau golongan-golongan 
tertentu bedasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 
3. Perpose 
Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan atau kredit, 
termasuk enis pembiayaan yang diinginkan nasabah. 
4. Prospect 
Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah 
menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 
5. Payment 
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan 
yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan 
yang diperoleh. 
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6. Profitability 
Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari 
laba. Hal ini diukur dari periode ke periode akan tetap sama atau semakin meningkat. 
7. Protection 
Tujuannya adalah bagaimana pembiayaan yang dikucurkan oleh bank, namun 
melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang jaminan atau jaminan 
asuransi.
6
 
Disini akan dipaparkan peranan BMT Al Amin terhadap pemberdayaan 
UMKM Makassar yaitu, pembiayaan yang disalurkan oleh BMT secara garis besar 
terdiri dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan non-UMKM. Hasil yang 
didapat dari penelitian ini yaitu potensi BMT sangat berperan terhadap pertumbuhan 
ekonomi masyarakat, hal ini dilihat dari laporan pembiayaan UMKM dan kontribusi 
UMKM di Makassar meningkat dari tahun ke tahun sesudah adanya BMT, terutama 
sektor perdagangan yang mendominasi penyaluran UMKM yang semula 17.670 naik 
menjadi 26.400 UMKM. Khusus  pembiayaan untuk UMKM dilakukan dengan 
beberapa prinsip akad. 
Dalam pengembangannya, BMT Al Amin Makassar menggunakan produk 
pembiayaan dengan akad mudharabah yang diberikan terhadap para pedagang yang 
membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini BMT Al Amin makassar dapat 
memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya 
                                                          
6
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 93. 
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dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara 
pihak shahibul maal dan mudharib.
7
 
Adapun hasil wawancara yang penulis rangkum dari anggota BMT, yakni 
Amin Sapril (dg Rewang), mereka mendapat Pembiayaan dari BMT Al Amin 
makassar sebesar Rp 2.000.000,- Beliau menggunakan modal tersebut untuk 
melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Pendapatan yang awalnya 
berkisar antara Rp 2.500.000,- namun setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT 
tersebut pendapatan mencapai Rp 3.000.000,- bahkan lebih. Melihat kondisi tersebut, 
untuk saat ini program pembiayaan mudharabah yang terlaksana boleh dikatakan ada 
hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya 
bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak BMT Al 
Amin makassar.  
Hal senada juga dikatakan oleh Anang Herman (dg Kulle), salah satu anggota 
BMT yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal sebesar 1.000.000.- 
dari pihak BMT Al Amin makassar, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk 
berjualan aksesoris dengan tokonya yang begitu kecil disekitar tempat tinggal mereka. 
Pendapatan yang mereka peroleh sekitar Rp 60.000,- per hari namun setelah mendaptkan 
pembiayaan, pendapatan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 100.000,- sampai Rp 
150.000,- per hari. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
                                                          
7
 Hasil wawancara dengan Bapak Muh Darwis, karyawan BMT Al Amin Makassar, selaku 
ketua bagian pembiayaan pada tanggal  26 maret 2015. 
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Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya 
pembiayaan mudharabah dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi 
meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang 
dijalankan oleh BMT Al Amin Makassar, yaitu melalui akad pembiayaan mudharabah, 
dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat 
berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT tersebut 
tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan 
adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke 
pihak anggota.  
Dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh, bahwa komposisi pembiayaan 
mudharabah BMT Al Amin Makassar tahun 2011, 2012, dan 2013 mencapai Rp 
915.416.900,-per tahun. Pada tahun 2011 pembiayaan mudharobah sebesar Rp 
663.264.500,-, kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan Rp 870.731.750,- 
dengan persentase 37% dan pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan yang 
cukup tinggi yaitu 48% yaitu Rp 915.416.900,-.
8
Hal tersebut menunjukkan bahwa 
BMT Al Amin sangat berperan dalam peningkatan pembiayaan terhadap UMKM di 
Makassar. 
Berdasarkan Analisis yang telah dijelaskan pada uaraian di atas, disinilah 
akad pembiayaan mudharabah yang dijalankan pada BMT Al Amin Makassar telah 
berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan 
kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. 
Khususnya pada program pembiayaan mudharabah, karena dengan adanya 
                                                          
8
 Sumber dan Dokumen pembiayaan BMT Al Amin Makassar pada tanggal 25 Maret 2015. 
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pembiayaan mudharabah tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan 
meringankan beban pada sektor jasa, pedagang, pertanian dalam masalah permodalan 
yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan 
berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan mudharabah ini 
dapat menjadikan salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha mikro 
kecil dan menengah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil 
analisis dari penelitian pada BMT Al Amin Makassar, dapat disimpulkan bahwa: 
Berdirinya BMT Al Amin Makassar ini dapat menjadi solusi atas berbagai 
masalah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah, khususnya 
yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang 
dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya Pembiayaan dengan sistem 
mudharabah, yang diberikan pada masyarakat khusunya para pedagang 
yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari 
pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah 
mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, 
produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka 
secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para 
masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur. 
Keberadaan BMT Al Amin Makassar bertujuan untuk memberdayakan 
ekonomi ummat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah 
serta menjadi alternatif bagi ummat untuk menghindari sistem gharar, 
maysir dan riba baik simpanan maupun pembiayaan, sehingga secara 
bertahap ekonomi ummat dapat bertambah dan berkembang sebagai pilar 
untuk kemajuan ummat. 
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B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga 
Keuangan mikro Syariah BMT Al Amin Makassar, ada beberapa hal yang dapat 
dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan 
saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Al Amin 
Makassar adalah sebagai berikut: 
1. Bagi BMT Al Amin Makassar 
Bagi BMT Al Amin Makassar diharapkan dapat meningkatkan dan 
memberdayakan masyarakat dan anggotanya dalam sektor usaha mikrto kecil 
menengah, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai 
lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam 
permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya 
terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, 
baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah. 
Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan pelayanan 
yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan 
pinjam syariah dan pembiayaan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, 
idealisme produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional Syari’at Islam 
harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, karena hal tersebut 
yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional. 
2. Bagi pihak peneliti selanjutnya 
Pembahasan mengenai peranan Lembaga Keuangan mikro Syariah 
terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dalam skripsi ini masih 
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jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-
kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti 
berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga 
keuangan syariah. 
C. Penutup 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
dengan rahmat, taufiq dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap 
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (Studi Kasus Pada BMT Al Amin 
Makassar)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda 
Rasulullah SAW yang membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman yang 
penuh ilmu. 
Meskipun penulis sudah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan 
penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan karena 
keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk 
kebaikan bersama. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan 
manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca 
pada umumnya. 
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Lampiran 1 
WAWANCARA PENELITIAN 
Nama  : Ahsan, ST 
Jabatan : Direktur BMT Al Amin Makassar 
Hari/Tanggal : Rabu/11 Maret 2015 
Isi Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Bagaimana Peranan BMT Al Amin Makassar dalam memberdayakan UMKM? 
Pak Ahsan: Pemberdayaan UMKM pada BMT Al Amin kota Makassar 
merupakan suatu bentuk pinjaman modal kepada masyarakat yang 
membutuhkan, yang digunakan untuk kegiatan produksi usahanya. 
Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah 
pembiayaan. Bahkan BMT sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan 
adalah kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan 
menentukan keutungan BMT. Jika BMT tidak mampu menyalurkan 
pembiayaan, selama dana yang terhimpun dari simpanan banyak akan 
menyebabkan BMT tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan 
harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah 
pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis 
pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian yang macet. 
 
 
 
 
 
2. Upaya apa yang dilakukan BMT Al Amin dalam memberdayakan UMKM? 
Pak Ahsan: Upaya yang dilakukan BMT Al Amin Makassar ialah dengan cara 
menyalurkan dana dalam hal ini pembiayaan dengan menggunakan akad 
(kesepakatan). Adapun akad tersebut yaitu Mudharaba yakni akad bagi hasil 
dimana satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola, jadi BMT 
Al Amin Makassar bertugas untuk menyalurkan kepada anggota yang ingin 
mengembangkan atau memberdayakan usahanya dan hasil dari usaha tersebut 
akan di bagi sesuai dengan akad yang di sepakati antara ke dua belah pihak. 
Akad inilah yang sering digunakan dalam memberdayakan usaha, apalagi untuk 
pengalokasian jenis pembiayaan modal kerja sebesar 50%, ini membuktikan 
bahwa upaya yang BMT Al Amin lakukan sangat tepat dalam memberdayakan 
usaha mikro kecil menengah. 
Nama  : Muhammad Darwis,AM,d 
Jabatan : Koordinator Pembiayaan BMT Al Amin Makassar 
Hari/Tanggal : Rabu/11 Maret 2015 
3. Apa saja persyaratan untuk pengajuan pembiayaan di BMT Al Amin? 
Muh Darwis: Dalam persyaratan pengajuan pembiayaan pada BMT Al-Amin 
Makassar, sama halnya dengan persyaratan-persyaratan umum yang diajukan 
dalam pembuatan buku tabungan, seperti:  
1) Identitas Diri/ KTP 
2) Kartu Keluarga 
 
 
 
 
3) Mengisi slip setoran awal 
4) Jaminan 
5) Menandatangani surat aplikasi akad tabungan. 
4.  Bagaimana pelaksanaan pengajuan pembiayaan BMT Al Amin Makassar? 
Muh Darwis: sebelum akad disepakati, nasabah harus memenuhi beberapa 
persyaratan, persyaratannya tercantum pada formulir yang diisi ketika Anda 
mendaftar menjadi nasabah kami. dalam hal pelaksanaan akad, pihak BMT 
bertindak sebagai pengelola dan anggota adalah pemilik dana, dana disetor 
kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. 
Untuk pelaksanaan akad Mudharabah BMT Al-Amin harus terpenuhi syarat 
dan rukun pelaksanaan akad, seperti yang dijelaskan yaitu: “Dalam pelaksanaan 
akad, pihak-pihak yang berakad adalah orang dewasa, obyek simpanan berupa 
uang simpanan telah disetor tunai sesuai dengan jenis simpanannya. Pihak-
pihak telah sepakat dan diwujudkan dengan ditanda tangan. 
5.  Bagaimana analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah? 
Muh Darwis: Adapun analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah atau 
calon debitur, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak BMT Al Amin 
Makassar guna mencegah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang 
macet. Faktor ini juga menjadi pertimbangan BMT Al Amin Makassar dalam 
menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan secara obyektif atas unsur 
kehati-hatian dengan menggunakan prinsip yang sering dilakukan yaitu analisis 
5C dan 7P. 
 
 
 
 
5 C yaitu (Character, Capacity,capital, colleteral,condition),sedangkan yang di 
maksud dengan 7P yaitu (Personality, party, perpose, prospect, payment, 
profitability, protection). 
 
 
 
 
Lampiran 2 
JADWAL PENELITIAN 
Adapun jadwal penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti dalam menyusun 
penelitian kualitatif tentang “ Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap 
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada Baitul Maal Wat 
Tamwil (BMT) Al Amin Makassar” sebagai berikut: 
N
o. 
Uraian 2014 2015 
Desember Januari Februari Maret April 
1 Pra 
Penelitian 
Tgl 13     
2 Pembuatan 
BAB I 
 Tgl 23    
3 Pembuatan 
BAB II & III 
  Tgl 04   
4 Wawancara 
Informan 
   Tgl 11  
5 Pembuatan 
BAB IV 
    Tgl 01 
6 Pembuatan 
BAB V 
    Tgl 08 
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